BAB V
PENUTUP

51 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan yang diuraikan, maka

kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Terkait perwujudan keadilan itu sendiri berkaitan erat dalam hal
memberikan perlindungan hukumnya bagi orang-orang yang menjadi
korban terjadinya peradilan sesat yang putusannya sudah memiliki
kekuatan hukum tetap (inkracht). Adapun hal yang dinilai sebagai
bentuk perlindungan hukum bagi korban peradilan sesat dapat berupa
kompensasi yang dapat berbentuk ganti kerugian dan juga rehabilitasi,
sebagaimana kita ketahui terkait upaya perlindungan korban dengan
dilakukannya pemulihan hak seseorang yang menjadi korban kekeliruan
penerapan hukum atau dikenal sebagai peradilan sesat adalah bagian
dari asas dan konsep awal pembentukan KUHAP sehingga sangat
penting diperhatikan jika ingin membahas penegakan hukum yang
kompleks dan komprehensif.

Terkait pemulihan hak korban peradilan sesat ini merupakan
suatu bentuk perlindungan yang harus dilindungi oleh hukum yang
memiliki kewajiban dalam mengakomodir terkait hak korban tersebut
dalam hal ganti kerugian. Dalam hal ganti kerugian hak korban ini tidak
boleh hanya sekedar aturan yang tertulis namun harus benar
dilaksanakan, karena dalam praktiknya banyak permohonan ganti
kerugian ini ditolak oleh hakim. Selain itu terkait proses pengaturan
ganti rugi hak korban ini dinilai perlu untuk direvisi agar prosesnya lebih
singkat, sederhana dan biaya ringan, sehinga tidak menimbulkan
kerugian lainnya terhadap orang yang menjadi korban kekeliruan
penerapan hukum / peradilan sesat.

Bahwa dalam prakteknya terkait rehabilitasi bagi terdakwa yang
telah diputus bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum masih
banyak terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pengadilan, yaitu tidak

mencamtumkan amar pemberian rehabilitasi dalam putusann
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pengadilan, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran hak
terhadap hak asasi terdakwa, meskipun terdapat jalan keluar dalam
mengajukan rehabilitasi yang dilalaikan, namun tetap saja menghambat
dan memperlambat terdakwa yaitu korban dari peradilan sesat untuk
mencapai keadilan dalam hal perlindungan hak asasi manusia.

Bahwa peradilan sesat yang merupakan latar belakang dari pengajuan
Peninjauan Kembali (PK) membawa kesadaran kepada kita bahwa
keadilan harus ditegakkan. Kita juga mengetahui bahwa sistem
peradilan kita yang masih dapat diintervensi oleh kepentingan-
kepentingan diluar penegakan hukum menghasilkan sistem hukum yang
koruptif. Guna mengejar target penuntasan suatu perkara para penegak
hukum menghalalkan segala cara guna menemukan tersangka. Namun
dengan dibatasinya PK hanya bisa satu kali saja, menyebabkan para
pihak yang dirugikan tertutup kemungkinannya untuk mencapai
keadilan yang seadil-adilnya apabila dimungkinkan ditemukannya suatu
bukti baru.

Maka dari itu dengan adanya Putusan Nomor 34/PUU-X1/2013
ialah menekankan setidaknya pada 2 (dua) hal, terkait aspek keadilan
dan juga HAM. Oleh karena itu PK lebih dari sekali dinilai cukup
penting guna melindungi hak masyarakat mencapai keadilan,
sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945
dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kemudian hubungan antara PK yang
bisa diajukan lebih dari satu kali jika ditinjau berdasarkan asas litis finiri
oportet adalah bahwa kita ketahui terkait proses hukum yang adil
seharusnya tidaklah dibatasi dengan waktu, apalagi jika ditemukan suatu
bukti baru (novum), maka dapatlah PK diajukan lebih dari satu kali.
Kemudian setiap perkara memang benar harus ada akhirnya, dan litis
finiri oportet adalah asas umum. Namun, jika terkait terhadap nasib
seseorang tidaklah boleh diakhiri demi asas litis finiri oportet. Hal ini
dikarenakan masih adanya kemungkinan peluang mengajukan bukti
baru (novum) guna membuktikan bahwa mereka bukan pelaku kejahatan

yang sebenarnya.
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5.2

Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah:

1. Saran saya terkait perlindungan hukum yang dimana seharusnya terkait

proses dan prosedur ganti kerugian korban peradilan sesat tersebut
sudah dilakukan secara otomatis begitu ada penetapan atau putusan
pengadilan terkait besaran ganti rugi, sehingga korban Tidak lagi
dibebankan prosedur yang rumit dan mekanismenya yang susah
dipahami oleh orang awam. Maka dari itu, terkait proses pengaturan
ganti rugi hak korban ini dinilai perlu untuk direvisi agar prosesnya lebih
singkat, sederhana dan biaya ringan, sehinga tidak menimbulkan
kerugian lainnya terhadap orang yang menjadi korban kekeliruan
penerapan hukum / peradilan sesat. Kemudian terkait kelalaian
pengadilan dalam mencantumkan pemberian rehabilitasi dalam amar
putusan haruslah menjadi pehatian yang sangat penting bagi semua
lembaga peradilan di Indonesia, agar hal-hal seperti ini tidak terulang
lagi, karena dengan terjadinya kelalaian seperti terjadinya peradilan
sesat hingga lalai mencantumkan pemberian rehabilitasi dalam amar
putusan sama saja menghambat korban ataupun terdakwa untuk

mencapai keadilan dan pemenuhan hak asasinya sebagai manusia.

. Adapun saran saya adalah bahwa dengan banyaknya kasus-kasus yang

diindikasikan sebagai peradilan sesat, sangat penting untuk dilakukan
perbaikan-perbaikan yang menyeluruh di bidang hukum. Mengenai
batasan pengajuan PK, oleh karena hal tersebut dinilai perlu untuk
membuat undang-undang baru guna menindaklanjuti Putusan MK
Nomor 34/PUU-X1/2013.

Agar tidak terjadi kekacauan hukum, maka disarankan agar
substansi pengajuan PK sebaiknya diatur dalam satu undang-undang
saja. Karena pada kenyataannya pembatasan PK hanya satu kali diatur
tidak hanya di dalam KUHAP saja, namun juga diatur di dalam Undang-
Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman. Adapun tujuan dari pengaturan pengajuan PK dalam satu

undang-undang saja juga untuk kepastian hukum. Kemudian ada
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baiknya kita melihat sistem peradilan di negara-negara laun agar
peradilan kita dapat seefesien mungkin dan dapat mewujudkan asas
peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah. Agar asas litis finiri

oportet atau setiap perkara harus ada akhirnya benar-benar dapat

terlaksana.
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